SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG . ;

; 1 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

j

Menimbang
N

NOMOR

101 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

:a. bahwa dengan adanya, restrukturisasi Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang
pertanian, urusan pemerintahan bidang kelautan dan
perikanan, urusan pemerintahan bidang perhubungan,
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman, dan adanya
penyesuaian Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
Rumah Sakit Daerah, maka perlu penyesuaian nama unit
organisasi perangkat daerah;

bahwa guna Kketertiban administrasi dan kelancaran
penyelenggaraan kegiatan pada Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pertanian,
urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan,
urusan pemerintahan bidang perhubungan, wurusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan
kawasan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
Rumah Sakit  Daerah, maka Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 perlu diubah;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

hurufa dan b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);



10.

11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123
Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerabh;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;



Menetapkan

Tahun oniQD! th Kabupaten Karanganyar Nomor 21
lahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020
( embaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 21); .

21. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019 Nomor 22);

22. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN  BUPATI TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  NOMOR 101
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN.BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019
Nomor 101) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran |Il.1diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il. 1 Peraturan ini.
2. Ketentuan Lampiran [1.2 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.2 Peraturan ini.
3. Ketentuan Lampiran 1.3 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.3 Peraturan ini.
4. Ketentuan Lampiran 11.4 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il.4 Peraturan ini.
5. Ketentuan Lampiran I1.5 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.5 Peraturan ini.
6. Ketentuan Lampiran 11.6 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.6 Peraturan ini.
7. Ketentuan Lampiran 1.7 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1.7 Peraturan ini.
8. Ketentuan Lampiran |11.8 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.8 Peraturan ini.
9. Ketentuan Lampiran 11.9 diubah, sehingga berbunyi
sebagaimana tersebut dalam Lampiran I1.9 Peraturan ini.



Pasal I
Peraturan Bupati ini  mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Januari 2020
BUPATI KARANGANYAR,

TTD
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar,.

pada tanggal O r dOuso

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR #

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH

¥ 1GANYAR
ukum,

U ZULffIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1009



